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BBAABB  II  

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN 
 
 
1.1  KONDISI UMUM 

Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum 

mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang 

menyatakan: 

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat 

banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah 

diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang- 

Undang Nomor 49 Tahun 2009). 

2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi 

Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan 

Undang-Undang Nomor  49 Tahun 2009). 

3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 52 

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009). 

Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut: 

1.  Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi 

kewenangan pengadilan tinggi. 

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, 

administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. 

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat 

struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar 

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi 

perkara dan administrasi umum. 

4.. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di 

daerah hukumnya apabila diminta. 

5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya 

untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. 

6. Fungsi Lain-lain, selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap 

perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain yaitu Penyumpahan Advokat berdasarkan Undang-

Undang. 
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Kegiatan pokok yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam mendukung terwujudnya 

Pengadilan Tinggi Yang Agung (sesuai visinya), antara lain :  

1.  Penyelesaian Perkara 

Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Bengkulu maupun di wilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Bengkulu terus menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung-RI Nomor 2 Tahun 2014 menjadi 

acuan dalam  penyelesaian perkara dan ditetapkan juga oleh SK Ketua Pengadilan tentang pengesahan SOP 

Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Tipikor. 

2. Manajemen Perkara 

Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan memberlakukan template dan standarisasi penomoran 

perkara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44/KMA/SK/III/2014 

tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi 

manajemen perkara dimana lingkungan peradilan umum menggunakan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara) yang dibangun oleh Mahkamah Agung. Manajemen perkara pada Aplikasi SIPP makin 

disempurnakan dengan fasilitas manajemen perkara pidana anak. 

3. Keterbukaan Informasi 

Pengadilan Tinggi Bengkulu terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi publik 

dengan berpedoman kepada SK Ketua Mahkamah Agung RI No.144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi tersebut meliputi peningkatan 

publikasi informasi perkara melalui Aplikasi SIPP, peningkatan pengelolaan website dan media sosial 

Pengadilan Tinggi Bengkulu (facebook dan instagram), pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

4. Pengawasan Rutin/Reguler 

Dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2006 tanggal 24 

Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pegawasan di lingkungan lembaga peradilan, Pengadilan 

Tinggi Bengkulu terus melaksanakan pengawasan rutin/reguler yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi 

Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Selain 

pengawasan daerah, pengawasan rutin ke bagian kepaniteraan dan kesekretariatan juga secara periodik 

selalu dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang. 

5. Penanganan Pengaduan 

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). PERMA Nomor 9 Tahun 2016 dengan 

berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang 

Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya. Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan  sosialisasi Sistem Informasi 

Pengawasan di Pengadilan Negeri wilayah Bengkulu dan telah menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk 

melalui surat, sms pengaduan maupun dari Aplikasi SIWAS. Setiap pengaduan ditangani sesuai dengan SOP 

Penanganan Pengaduan Pendelegasian yang berlaku di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Monitoring dan Evaluasi 

terhadap pengaduan yang masuk juga secara periodik dilakukan oleh Tim POKJA Zona Integritas Pengadilan 

Tinggi Bengkulu area 5 Penguatan Pengawasan. 
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6. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani (WBBM) 

Zona Integritas merupakan skala kecil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Pembangunan Zona 

Integritas ini bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan 

budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang 

berkualitas. Pembangunan ZI di Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan dibawahnya. Walaupun hingga saat ini  belum berhasil, seluruh jajaran Pengadilan Tinggi 

Bengkulu tetap berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan pembangunan ZI seraya memperbaiki dan 

meningkatkan inovasi pelayanan publik. 

7. Akreditasi Peradilan Tangguh dan Unggul (AMPUH) 

Program Akreditasi Penjamin Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014 perlu ditingkatkan sistem dan 

pelaksanaannya, perlu dibuat program lanjutan yang berkesinambungan dan dirumuskan menjadi sertifikAsi 

Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) di lingkungan peradilan umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 

Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul  dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan 

Peradilan Umum 

 

1.1.1  RUANG LINGKUP ORGANISASI 

Terdapat 9 (sembilan) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu yang 

mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna 

jasa layanan peradilan serta memberikan dukungan untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri tersebut, maka Pengadilan Tinggi 

Bengkulu melakukan fungsinya dalam Pengawasan serta memberikan dukungan dan pembinaan kepada 9 

(sembilan) Pengadilan Negeri dibawahnya, sehingga tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan 

prima peradilan dapat terwujud. 

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berikut dijabarkan tugas dan 

fungsi yang dimaksud sebagai berikut: 

1.  Ketua Pengadilan 

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya 

administrasi perkara pada Pengadilan, yakni : 

a.  Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan 

Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. 

b. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan. 

c. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan. 
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2. Kepaniteraan 

a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi. 

b. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Panitera.  

c. Panitera mempunyai tugas, melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi 

perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. 

d. Fungsi Kepaniteraan, sebagai berikut: 

1)  Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian 

dukungan di bidang teknis. 

2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata. 

3) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana. 

4) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus. 

5) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi 

perkara. 

6) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan. 

7) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan. 

8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. 

e. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi, terdiri atas: 

1)  Panitera Muda Perdata 

Panitera Muda Perdata memiliki tugas, melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. 

Fungsi Panitera Muda Perdata, sebagai berikut: 

a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding. 

b) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan 

permohonan. 

c) Pelaksanaan registrasi perkara banding. 

d) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan. 

e) Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua 

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 

Tinggi. 

f) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis 

Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi. 

g) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi. 

h) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A 

kepada pengadilan pengaju. 
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i) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 

j) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke 

Panitera Muda Hukum. 

k) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan 

l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

2) Panitera Muda Pidana 

Panitera Muda Pidana memiliki tugas,  melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Fungsi 

Panitera Muda Pidana, sebagai berikut: 

a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding. 

b) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana. 

c) Pelaksanaan registrasi perkara banding. 

d) Pelaksanaan registrasi perkara pidana. 

e) Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua 

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 

Tinggi. 

f) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis 

Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi. 

g) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan 

penahanan dan penangguhan penahanan. 

h) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi. 

i) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A 

kepada pengadilan pengaju. 

j) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 

k) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke 

Panitera Muda Hukum. 

l) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan 

m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

3) Panitera Muda Tipikor 

Panitera Muda Tipikor memiliki tugas, melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus 

antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan 

perundangundangan yang berlaku. Fungsi Panitera Muda Tipikor, sebagai berikut: 

a)  Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus. 

b) Pelaksanaan registrasi perkara khusus. 

c) Pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua 

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 

Tinggi. 
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d) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan 

penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus. 

e) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi. 

f) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A beserta berkas perkara 

bendel A kepada pengadilan pengaju. 

g) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 

h) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke 

Panitera Muda Hukum. 

i) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan 

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

4) Panitera Muda Hukum 

Panitera Muda Hukum memiliki tugas, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 

perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan. Fungsi Panitera Muda 

Hukum, sebagai berikut: 

a) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

b)  Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara. 

c) Pelaksanaan penyajian statistik perkara. 

d) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara. 

e) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara. 

f) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara. 

g) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan 

transparansi perkara. 

h) Pelaksanaan penyumpahan calon Advokat yang diajukan oleh organisasi sebagimana diatur 

dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, dan 

i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

 

3. Kesekretariatan 

a.  Kesekretariatan Pengadilan Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi. 

b. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Sekretaris. Adapun tugas sekretaris Pengadilan Tinggi 

ialah Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya 

manusia, serta sarana dan prasarana. 

c. Fungsi Sekretaris Pengadilan Tinggi sebagai berikut : 

1)  Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran. 

2) Pelaksanaan urusan kepegawaian. 

3) Pelaksanaan urusan keuangan. 
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4) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana. 

5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik. 

6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, 

hubungan masyarakat, dan perpustakaan. 

7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan 

Pengadilan Tinggi. 

8) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi, terdiri atas: 

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian serta Bagian Umum dan Keuangan, dengan tugas dan fungsi 

sebagai berikut: 

a)  Bagian Perencanaan dan Kepegawaian 

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian memiliki tugas, melaksanakan urusan perencanaan, 

program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi 

informasi. Fungsi Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagai berikut: 

(1)  Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran. 

(2) Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan 

pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan 

pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi  

jabatan fungsional, dan pengurusan BPJS dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan 

kepegawaian. 

(3) Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata 

laksana. 

(4) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik, dan 

(5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.  

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas: 

(1) Subbagian Rencana Program dan Anggaran, memiliki tugas melaksanakan  penyiapan 

bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, 

pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. 

(2) Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, memiliki tugas melaksanakan 

penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan 

teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan 

laporan. 

b) Bagian Umum dan Keuangan  

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai, memiliki tugas melaksanakan urusan surat menyurat, 

arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan 

masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan 

laporan. Fungsi Bagian Umum dan Keuangan, sebagai berikut: 

(1) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan. 
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(2) Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta 

perlengkapan dan perpustakaan. 

(3) Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat. 

(4) Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, 

pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan dan; 

(5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan. 

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas: 

(1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, memiliki tugas melaksanakan urusan surat 

menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, 

hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta 

penyusunan laporan. 

(2) Subbagian Keuangan dan Pelaporan, memiliki tugasm elaksanakan penyiapan bahan 

urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan akuntasi dan verifikasi, pengelolaan 

barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta 

penyusunan laporan. 

 
1.1.2  ANGGARAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU 2020-2024 

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan tinggi 
Bengkulu dalam 5 tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 
hingga 2024. 

 
TABEL PAGU ANGGARAN DIPA 01  

No Tahun Anggaran Pagu Awal Pagu Akhir 

1 2020 23.597.062.000 23.668.278.000 

2 2021 22.568.449.000 19.642.359.000 

3 2022 23.440.400.000 21.197.043.000 

4 2023 20.173.929.000 21.471.775.000 

5 2024 20.592.318.000 22.599.318.000 

Rata-rata   

 
 

TABEL PAGU ANGGARAN DIPA 03  

No Tahun Anggaran Pagu Awal Pagu Akhir 

1 2020 259.550.000 308.050.000 

2 2021 252.440.000 339.640.000 

3 2022 271.840.000 271.840.000 

4 2023 174.500.000 174.500.000 

5 2024 181.300.000 181.300.000 

Rata-rata   
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1.1.3  EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu periode 

2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, 

diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi 

landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur dan adaptif untuk 

periode perencanaan 2025-2029. Evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber 

daya publik oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu. Evaluasi dilakukan terhadap dua sasaran strategis, mencakup 

terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan peningkatan efektivitas pengelolaan 

penyelesaian perkara. Capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah 

sebagai berikut: 

 

SASARAN STRATEGIS 1 

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 
Tabel Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel  

INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN TAHUN 

2020 2021 2022 2023 2024 

a.   Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan 100% - - - - 

b.   Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan 100% - - - - 

c.   Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan 100% - - - - 

d. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 

e. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 

f. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 

g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 128% 156,86% 100,40% 107,79% 107,31% 

h. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 
peradilan  

102,5% 114,94% 104,28% 100,26% 101,02% 

Capaian Sasaran 103,82% 108,97% 100,94% 101,61% 101,66% 

 

SASARAN STRATEGIS 2 

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA 
Tabel Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perakra 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN TAHUN 

2020 2021 2022 2023 2024 

a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

c. Persentase salinan putusan Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan 
pengaju tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang 
dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus 

100% - - - - 
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Capaian Sasaran 100% 100% 100% 100% 100% 

1.1.4  EKSPEKTASI DALAM ASPIRASI MASYARAKAT 

Meskipun Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mencatat berbagai capaian dan kemajuan penting dalam 

mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel dan responsif namun capaian tersebut belum 

sepenuhnya dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal di Indonesia, 

khusus nya di Provinsi Bengkulu. Berikut adalah beberapa ekspektasi dalam aspirasi masyarakat di wilayah 

hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. 

1. Ekspektasi terhadap Integritas dan Transparansi Radikal 

Masyarakat menuntut Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menjadi lembaga 

yang bersih sepenuhnya dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

 Integritas Aparatur : Aspirasi utama adalah adanya jaminan bahwa setiap hakim dan tenaga teknis 

memiliki moralitas tinggi. Masyarakat berekspektasi bahwa sistem pengawasan internal (Badan 

Pengawas) dan eksternal (Komisi Yudisial) bekerja secara nyata, bukan sekadar formalitas. 

 Transparansi Putusan : Publik mengharapkan akses penuh terhadap pertimbangan hukum dalam 

putusan. Mereka ingin memahami mengapa sebuah keputusan diambil, yang harus dapat diakses 

dengan mudah melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau direktori putusan secara 

real-time. 

2. Ekspektasi terhadap Modernisasi dan Digitalisasi (E-Court) 

Di era digital, masyarakat tidak lagi mentoleransi birokrasi yang lambat dan berbelit-belit. 

 Efisiensi Prosedur : Aspirasi masyarakat mendorong pengadilan untuk beralih sepenuhnya ke layanan 

berbasis elektronik. Hal ini mencakup pendaftaran perkara (e-Filing), pembayaran biaya panjar (e-

Payment), pemanggilan elektronik (e-Summons), hingga persidangan daring (e-Litigation). 

 Kemudahan Informasi: Masyarakat berekspektasi adanya chatbot atau layanan bantuan hukum 

daring yang responsif, sehingga mereka tidak perlu berkali-kali datang ke gedung pengadilan 

hanya untuk menanyakan status perkara. 

3. Ekspektasi terhadap Keadilan yang Inklusif (Aksesibilitas) 

Terdapat tuntutan besar agar pengadilan tidak menjadi "menara gading" yang hanya bisa diakses oleh 

golongan tertentu. 

 Ramah Kelompok Rentan : Aspirasi masyarakat menekankan pentingnya fasilitas yang memadai 

bagi penyandang disabilitas, lansia, serta perempuan dan anak. Ini mencakup penyediaan ruang 

sidang anak yang tidak mengintimidasi dan akses kursi roda yang standar. 

 Keadilan bagi Masyarakat Miskin : Ekspektasi terhadap optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 

dan pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi, agar 

hak mendapatkan keadilan tidak terhambat oleh biaya. 

4. Ekspektasi terhadap Kepastian dan Konsistensi Hukum 

Salah satu aspirasi yang paling krusial adalah hilangnya disparitas (perbedaan) putusan untuk kasus 
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yang serupa. 

 

 Kesatuan Hukum : Masyarakat mengharapkan Mahkamah Agung melalui sistem kamar mampu 

menciptakan keseragaman hukum. Mereka berekspektasi bahwa hukum bersifat prediktabel (dapat 

diprediksi), sehingga masyarakat merasa aman dalam melakukan aktivitas hukum dan ekonomi. 

 Kecepatan Penyelesaian : "Keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan" (Justice delayed is justice 

denied). Aspirasi publik sangat kuat menuntut agar masa penyelesaian perkara di tingkat pertama, 

banding, hingga kasasi dipangkas menjadi lebih singkat tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan. 

5. Ekspektasi terhadap Kualitas Layanan Publik (Pelayanan Prima) 

Masyarakat melihat pengadilan sebagai unit pelayanan publik, sama seperti bank atau institusi jasa 

lainnya. 

 Standar PTSP : Publik berekspektasi bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pengadilan 

harus ramah, profesional, dan bebas dari pungutan liar. 

 Budaya Kerja : Terdapat tuntutan agar aparatur pengadilan mengubah pola pikir dari "pejabat 

yang dilayani" menjadi "pelayan masyarakat yang berdedikasi". 

 

1.2.  POTENSI DAN PERMASALAHAN 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Tinggi Bengkulu masih dihadapkan pada beberapa 

kondisi yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu. Berikut adalah beberapa 

potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Bengkulu ditinjau dari analisis SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity, Threat) : 

1.  STRENGTH (Kekuatan) 

a.  Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan Voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung di wilayah Provinsi 

Bengkulu. Dengan membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Bengkulu diharapkan 

dapat secara maksimal dan profesional dalam menyelenggarakan fungsi penanganan perkara dan 

pelayanan publik di wilayah Bengkulu. 

b. Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki kekuasaan dan kewenangan  mengadili perkara baik pidana 

maupun perdata pada tingkat banding yang bersifat independen, terlepas dari intervensi lembaga 

lain. 

c. Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan pengambil/penentu keputusan dalam pertimbangan karier 

(promosi dan mutasi) pegawai se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. 

2. WEAKNESS (Kelemahan) 

a. Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi dan tidak berimbangnya jumlah SDM dengan 

beban kerja. 

b. Terbatasnya sarana pendukung Teknologi Informasi. Banyak alat pengolah data yang diadakan pada 

tahun 2009 sehingga umur manfaat dari sarana prasarana menjadi kurang optimal. 

c. Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga beberapa SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu yang 
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menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi. 

 

3. OPPORTUNITY (Peluang) 

a. Adanya inovasi yang dikembangkan di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Inovasi yang dikembangkan 

sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi yang dapat mengubah pola kerja yang sebelumnya 

manual menjadi digital. Perubahan pola kerja tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan 

kualitas pelayanan kepada pengguna internal pengadilan maupun eksternal. Inovasi yang 

dikembangkan antara lain: 

1)  Aplikasi Cakap Online (Capaian Akuntabilitas Pengadilan secara Online) 

2) Aplikasi SINDIRAN (Sistem Informasi Kehadiran) 

3) Aplikasi E-ZI (Elektronik Zona Integritas) 

4) Aplikasi SIMPAN (Sistem Informasi Pemeliharaan Alat dan Mesin) 

5) Aplikasi E-Doku (Elektronik Dokumen Keuangan) 

6) Aplikasi E-Bartory (Elektronik Barcode Inventory) 

7) Telegram Info Perkara 

8) Web Chat 

9) E-Permohonan Advokat 

10) E-Notulen (Elektronik Notulen) 

Dengan perubahan dari sistem manual menjadi digital dapat membatasi kontak fisik antara pemberi 

dan penerima layanan. Sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya pungli, pemberian 

gratifikasi dan benturan kepentingan. 

b. Setiap tahunnya disediakan alokasi anggaran untuk mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi 

tenaga teknis maupun non teknis di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri se-

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Dengan adanya kegiatan bimtek tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

4. THREAT (Ancaman) 

a.  SDM di Pengadilan Tinggi Bengkulu belum sepenuhnya menguasai teknologi informasi. Hal ini 

berdampak pada penyelesaian tugas dan fungsi sehari-hari. 

b. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah. 

Anggaran yang dialokasikan Mahkamah Agung-RI untuk pengadaan sarana dan prasarana di 

Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu masih 

belum bisa memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara riil. 


